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PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.JB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX,  NIK  xxx,  lahir  di  Sidorejo  tanggal  xxx,  umur  33  tahun,  agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

xxx, Domisili Elektronik : xxx, sebagai Penggugat;

Lawan

XXX,  NIK  xxx,  lahir  di  Blora  tanggal  xxx,  umur  37  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  tempat

kediaman di xxx, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya tanggal  03 Maret 2025,

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan

Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 03 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah pasangan suami  istri  sah

yang  telah  melangsungkan pernikahan secara  Islam  pada  hari  Kamis

tanggal 27 Juni 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana  terbukti  dalam  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  xxx

tertanggal 27 Juni 2013;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama di xxx;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa  selama  hidup  berumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  berhubungan sebagaimana layaknya suami  isteri  (ba’da

dukhul) namun telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

3.1. xxx;

3.2. xxx;

3.3. xxx;

4. Bahwa semula  rumah tangga  antara  Penggugat  dengan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis namun sekitar  bulan Januari  2015 rumah

tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai

berikut:

4.1. Nafkah  yang  diberikan  Tergugat  tidak  mencukupi

kebutuhan rumah tangga;

4.2. Tergugat  sering  berkata-kata  kasar  kepada  Penggugat,

seperti kata-kata hinaan dan binatang;

4.3. Orang  tua  Tergugat  selalu  ikut  campur  dalam  urusan

rumah tangga;

4.4. Tergugat sering mabuk-mabukan;

4.5. Tergugat  memiliki  hubungan  khusus  dengan  wanita

idaman lain, yang di ketahui Penggugat dari Facebook;

4.6. Tergugat sering bermain judi online;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

sekitar  bulan  Agustus  2023  yang  mana  Tergugat  pergi  dari  kediaman

bersama  terakhir,  sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya

suami istri lagi;

6. Bahwa  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan

hasil;

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat kiranya berkenan menerima dan

memeriksa perkara ini;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dari

perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Jakarta  Barat  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in  Shugro  Tergugat  (Xxx)  kepada

Penggugat (Xxx);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor

683/Pdt.G/2025/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata,  bahwa  tidak  datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat yang  isi  dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  xxx,  atas  nama  Xxx

(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah

di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
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2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor  xxx yang dikeluarkan oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Jiken  Kabupaten  Blora,

tanggal 27 Maret 2016, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan

aslinya, bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1,  Xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta

tempat  kediaman di  xxx,  saksi  di  bawah sumpah menurut  agama yang

dianut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah teman Penggugat; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  yang

menikah pada bulan Juni 2013, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  sejak  bulan  Januari  2015  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

 Bahwa  saksi  mengetahui  adanya  perselisihan  dari  cerita

Penggugat

 Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat berjudi;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Agustus 2023 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

 Bahwa keluarga  sudah  mendamaikan  Penggugat  dan Tergugat

namun tidak berhasil;

Saksi 2,  Xxx,  umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah menurut agama

yang dianut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  yang

menikah pada bulan Juni 2013, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx;
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 Bahwa  sepengetahuan  saksi  sejak  bulan  Januari  2015  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

 Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;

 Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat berjudi;

 Bahwa  selain  itu  Tergugat  selingkuh  dengan  teman  kerja

Tergugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Agustus 2023 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

 Bahwa keluarga  sudah  mendamaikan  Penggugat  dan Tergugat

namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang

tercatat  dalam  Berita  Acara  Sidang  (BAS)  dianggap  telah  termasuk  dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat

yang  hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan

gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat  sejak bulan Januari  2015 sudah tidak rukun, sering terjadi
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pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya,

sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus

2023  hingga  sekarang  dan  Penggugat  merasakan  hidup  berumah  tangga

dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi; 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya  Penggugat

telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang

bernama Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  165  HIR  juncto Pasal  1870

KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1,  berupa  fotokopi  KTP  atas  nama

Penggugat,  membuktikan  bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah

Jakarta  Barat,  oleh  karenanya Pengadilan  Agama Jakarta  Barat  berwenang

untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah

bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut

telah ditempel materai  secukupnya sesuai  Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020  tentang  bea  materai  dan  Pasal  165  HIR,  sehingga  bukti  tersebut

mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan

Tergugat  harus  dinyatakan  terbukti  sebagai  suami  istri  yang  sah,  dengan

demikian Penggugat memiliki  legal standing untuk mengajukan gugatan cerai

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan

oleh  Penggugat,  diatas  sumpahnya  dan  keterangan  saksi-saksi  tersebut

bersesuaian  satu  dengan  yang  lainnya,  oleh  karena  itu  memenuhi  syarat

keterangan  saksi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  171  dan  172  HIR,  oleh

karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  atas  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  dihubungkan

dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis

hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah

pada bulan Juni 2013, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx;

 Bahwa antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sejak  bulan  Januari  2015

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat

berjudi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah pisah

rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

 Bahwa  Majelis  Hakim  dan  pihak  keluarga  telah  berupaya  untuk

mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  telah  hidup  berpisah  rumah  tangga  serta  sudah  tidak

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus

2023 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang

seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi

oleh  adanya  mawaddah  dan  rahmah,  sehingga  oleh  karenanya  dari  fakta

tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ; 

Menimbang,  bahwa  menghindari  terjadinya  mafsadat  dalam  rumah

tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai

qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح      جلب على مقدم المفاسد  درء

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup

untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah

terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang

tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  gugatan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan

Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari  peraturan Perundang-undangan

yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat (Xxx)  terhadap

Penggugat (Xxx);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal

18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah,

oleh kami Drs. AMINUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H.,

M.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  AHMAD

FURQONI,  S.E.,  S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis,

Drs. AMINUDDIN
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Hakim Anggota,      Hakim Anggota,

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.    H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD FURQONI, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran Rp.  30.000
  2.  Proses Rp. 150.000
  3.  Panggilan Rp.  68.000
  4.  PNBP Rp. 20.000
  5.  Redaksi Rp.  10.000
  6.  Meterai Rp.  10.000

    Jumlah Rp. 288.000
         (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) 
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